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Abstract : Administrative policies at the local level often do
not emerge as neutral fechnocratic instruments, but rather
/ become an arena for the bargaining of interests among the
ruling elife. This study aims fo analyze the influence of

Jumal limu Sosial, Politik dan Hukum  ,0/ifical contigurations on the formulation of administrative
policies regarding the management of the Regional Budget

e-ISSN: 2964-0962 (APBD) in Fast Kalimantan Province, fo explore the power
relations among bureaucratic actors, and fo examine public
SEIKAT: Jurnal llmu Sosial, Politik dan Hukum responses fo budget allocation policies perceived as elifist.

Using a qualitative method with a socio-legal approach,
primary data was collected through observation of public
responses and statements by officials, while secondary data
was obtained from APBD documents, regulations, and media
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Page: 1833 - 1855 reports. The research findings indicate that the procurement
of a governor’s official vehicle worth Rp.8.5 billion and a
Available at: laundry budget for the official residence amounting fo

. o . Rp.450 million reflect the characteristics of an authoritarian
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/sei pofitical configuration, where administrative legality is used

kat/article/view/3479 fo legitimize policies that are irrational and fail fo prioritize
public needs. This sparked unrest in the form of
DOI: demonstrations by thousands of students and civilians, as

these expendifures were viewed as wasteful amid a
slowdown in regional development. However, massive public
pressure, combined with oversight from the KPK, ultimately
Article History: succeeded in leading fo the cancellation of the procurement
_ of these luxury official vehicles. This phenomenon
Received: 16-07-2026 underscores that social control and digital media play a vital
Revised: 06-08-2026 role as a counterbalance fo limif the dominance of executive
Accepted: 06-08-2026 power. This study recommends the need for reform of
oversight by the central government, the influence of
inclusive public parficipation, and the fransformation of local
political structures fo achieve budget management that is
transparent, accountable, and responsive to the public’s well~
being.
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Abstrak : Kebijakan administratif di tingkat daerah sering kali tidak lahir sebagai instrument teknokratis
yang netral, melainkan menjadi arena tawar menawar kepentingan para elite penguasa. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap pembentukan produk kebijakan
administratif dalam pengelolaan APBD di Provinsi Kalimantan Timur, mengeksplorasi relasi kekuasaan
aktor birokrasi, serta mengkaji respons sosial terhadap kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai
elitis. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan socio-legal, data primer dikumpulkan melalui
observasi respon publik dan pernyataan pejabat, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen
APBD, regulasi, serta pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan mobil dinas
Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta mencerminkan
karakteristik konfigurasi politik otoriter, di mana legalitas administratif digunakan untuk melegitimasi
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kebijakan yang tidak rasional dan kurang berpihak pada kebutuhan publik. Hal ini memicu pergolakan
berupa demonstrasi ribuan mahasiswa dan warga sipil akibat dinilai sebagai bentuk pemborosan di
tengah perlambatan pembangunan daerah. Namun, tekanan publik yang massif bersama dengan
pengawasan KPK akhirnya berhasil mendorong pembatalan pengadaan mobil dinas mewah tersebut.
Fenomena ini menegaskan bahwa kontrol sosial dan media digital memiliki peran vital sebagai
penyeimbang guna membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
reformasi pengawasan oleh pemerintah pusat, pengaruh partisipasi publik yang inklusif, serta
transformasi konfigurasi politik daerah demi mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan,
akuntabel, dan responsif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Katakunci: Konfigurasi Politik, Kebijakan Administratif, Relasi Kekuasaan

PENDAHULUAN

Konfigurasi politik memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan produk hukum dan
kebijakan administratif di daerah. Dalam praktik pemerintahan daerah, kebijakan administratif tidak
selalu lahir sebagai instrument teknokratis yang netral, melainkan sering kali di pengaruhi oleh relasi
kekuasaan dalam dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah.®’ Fenomena tersebut
terlihat dalam beberapa kebijakan pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang menuai kontroversi
publik, seperti pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah
jabatan sebesar Rp.450 juta dari dana APBD. Kebijakan tersebut memunculkan kritik karena di
anggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat, serta tidak sesuai dan bertentangan dengan
prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka hukum administrasi
sebagai strategi untuk mendorong pengelolaan anggaran daerah yang lebih efisien dan akuntabel di
era desentralisasi fiskal.? Hubungan antar aktor membentuk jaringan yang terstruktur dan sistematis
serta menyusun strategi untuk mengakomodasi kepentingan aktor dalam APBD.? Oleh karena itu,
perlunya memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan kewenangan untuk
menciptakan produk-produk kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat di daerah.

Penelitian sebelumnya mengenai hukum administrasi cenderung menempatkan kebijakan
administratif sebagai produk legal-formal yang berorientasi pada prosedur dan legalitas, Namun,
studi-studi tersebut belum banyak menyoroti bagaimana konfigurasi politik mempengaruhi substansi
kebijakan administratif, serta bagaimana intervensi politik dalam penentuan prioritas anggaran.*
kebutuhan akan legitimasi politik, dan pertemuan gesekan antara pengetahuan, kepentingan, dan
praktik politik membentuk efek tata kelola yang dihasilkan.> Kebijakan yang di bentuk sering kali
tidak rasional, dan sesuai dengan kebutuh masyarakat. Politisasi birokrasi dan meningkatnya
hubungan bisnis-pemerintah merupakan ciri penting dari dinamika parlemen di tingkat nasional dan

1 Mira Fatimah dkk., “Central-Local Government Relations in Regional Planning and Budgeting in Indonesia: Between
Autonomy and Control,” Policy & Governance Review 8, no. 2 (2024): 131-53, https://doi.org/10.30589/pgr.v8i2.922.
2 Fitria Fitria dkk., “Administrative Law and the Efficiency of Local Government Budgeting,” As-Siyasi: Journal of
Constitutional Law 5, no. 1 (2025): 147-61, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v51.27598.

3 Muh Hamka dkk., “POLITIK ANGGARAN DAN RELASI AKTOR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH,” Jurnal Politik Profetik 10, no. 1 (2022): 79-98, https://doi.org/10.24252/profetik.v10i1a5.

4 Muhammad Najib dan R. M. Mahendradi, “Pengawasan Internal Hukum Terhadap Penyusunan Anggaran Daerah Di
Indonesia,” Jurnal ISO: Jurnal llmu Sosial, Politik Dan Humaniora 6, no. 1 (2026): 10-10,
https://doi.org/10.53697/is0.v6i1.3316.

5 John F. McCarthy dkk., “Land reform rationalities and their governance effects in Indonesia: Provoking land politics
or addressing adverse formalisation?,” Geoforum 132 (Juni 2022): 92-102,
https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.04.008.
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dilaporkan semakin intensif di tingkat lokal.® Selain itu, interaksi antara kekuasaan dalam arti
sebenarnya sering mengalami konflik kepentingan,’” dalam hal ini terlihat jelas dalam produk-produk
kebijakan administratif yang hanya berorientasi pada kepentingan elite pemerintahan. Dengan
demikian, perlunya penyesuaian regulasi turunan agar lebih responsif terhadap dinamika hukum dan
kebutuhan masyarakat daerah.®

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menejelaskan bagaimana konfigurasi
politik memengaruhi pembentukan produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD
Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, menganalisis relasi kekuasaan antara elite politik, birokrasi, dan
instrument hukum administratif dalam proses pembentukan kebijakan dalam penganggaran daerah.
Ketiga, mengkaji respon social masyarakat terhadap kebijakan administratif penggunaan APBD yang
di persepsikan elitis dan tidak berpihak kepada kepentingan publik. Melalui pemetaan tersebut,
penelitian ini berharap dapat berkontribusi pada upaya pentingnya kesadaran pemerintah untuk
membentuk produk-produk kebijakan yang mengarah kepada kepentingan masyarakat serta agar
masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya pengawasan terhadap setiap kebijakan yang di
buat oleh pemerintahan agar setiap regulasi yang di tetapkan menjawab kebutuhan masyarakat di
Kalimantan Timur.

Penulisan ini dibangun berdasarkan tiga argument utama. Pertama, produk kebijakan
administratif tidak pernah sepenuhnya netral, karena di pengaruhi Konfigurasi politik oleh penguasa
daerah. Kedua, pengelolaan APBD bukan hanya mekanisme administratif, tetapi juga sebagai arena
kepentingan para elite penguasa dan legitimasi elit politik. Ketiga, tekanan publik dan kontrol sosial
memiliki peran penting dalam membatasi dominsi kekuasaan administratif dalam pembentukan
produk-produk kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Dengan menggabungkan penelitian yang
ada dan bukti empiris yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang cermat
dan berwawasan luas tentang masalah Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif
terhadap Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kalimantan Timur.

KAJIAN LITERATUR

Konfigurasi politik otoriter merupakan pola kekuasaan yang menempatkan pemerintah
sebagai aktor yang sangat dominan serta aktif mencampuri penentuan dan pelaksanaan kebijakan
negara. Dalam situasi seperti ini, ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan potensi maupun
menyampaikan aspirasi menjadi terbatas, sehingga kepentingan publik tidak terwakili secara
seimbang.® konfigurasi politik hukum digunakan untuk menilai bagaimana perubahan struktur politik
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mempengaruhi produk hukum,’. Dengan demikian, hal ini menjadi semakin menarik untuk di
telusuri lebih jauh terkait kebijakan administratif dalam penggunaan APBD Kalimantan Timur yang
mengalami banyak kontroversi kemudian di analisis melalui kacamata konfigurasi politik dan relasi
kekuasaan terhadap produk-produk kebijakan administratif di daerah.

Masalah kebijakan administratif merupakan isu yang sering sekali terjadi kontradiktif antara
kebijakan yang dibentuk dengan ke!’butuhan masyarakat. Risiko politik dan ketidakpastian
kebijakan regional telah diidentifikasi sebagai salah satu risiko terbesar secara global®®. Terdapat
semakin banyak literatur tentang bagaimana kapasitas kebijakan membentuk implementasi
kebijakan®. respons pemerintah daerah merupakan salah satu pengaruh utama terhadap implementasi
kebijakan'. Kebijakan-kebijakan ini berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan publik,
seperti produktivitas ekonomi, persatuan sosial, keterlibatan politik, dan administrasi perkotaan'>.
Penyertaan peraturan dan pedoman multilevel menambah kompleksitas lebih lanjut, sehingga sulit
untuk menciptakan kebijakan yang efisien dan kohesif'®.

Relasi kekuasaan di tingkat pemerintah daerah menjadi penentu arah kebijakan administratif
terhadap penggunaan anggaran daerah. pemerintah daerah cenderung memprioritaskan bidang
kebijakan tertentu dalam perancangan anggaran mereka, ketika mereka beroperasi di bawah kendala
kelembagaan dan fiskal yang ketat seperti aturan anggaran berimbang'’. Anggaran publik merupakan
domain utama dalam lingkup tata kelola koordinatif pemerintah daerah'®. Kemudian, kesenjangan
antara aturan konstitusional dan implementasinya oleh pemerintah merupakan kondisi penting yang
memungkinkan reformasi ekonomi'®. Namun, tantangan dalam implementasi seringkali muncul dari
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resistensi perubahan di lingkungan birokrasi’®. Disisi lain, efektivitas pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan anggaran daerah masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya?!.

METODE

Dalam analisis penelitian ini, akan menjelaskan secara rinci metodologi yang digunakan
dalam penelitian tentang Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif terhadap Relasi
Kekuasaan dalam Pengelolaan Anggaran. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
melihat berbagai aspek yang menjadi kendala terhadap kebijakan administratif dalam pengelolaan
anggaran di Kalimantan Timur yang di pilih sebagai subjek pembicaraan dalam tulisan ini atas dasar
keresahan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang di tetapkan oleh para penguasa di daerah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bersandar pada data primer dan data sekunder dengan
pendekatan socio-legal. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum
administrative, praktik kekuasaan, dan realitas sosial dalam pengelolaan anggaran Pemerintah
Kalimantan Timur. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap respon publik, analisis
pernyataan pejabat, serta pemetaan dinamika sosial-politik dan relasi kekuasaan terkait pengelolaan
anggaran daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen APBD, berita media nasional
dan lokal, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan sumber digital lainya. Faktor yang menyebabkan
terjadinya penggunaan anggaran APBD untuk pengadaan mobil dinas Gubernur senilai Rp.8,5 miliar
dan anggaran laundry rumah jabatan.

Penelitian ini melibatkan beberapa kelompok informan dan sumber data, yaitu 1) masyarakat sipil,
(2) media massa dan situs web berita, (3) akademisi hukum administrasi. Penggunaan sumber data
online memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang komprehensif terkait berbagai
bentuk Konfigurasi politik dan produk hukum administratif terhadap relasi kekuasaan dalam
penggunaan anggaran daerah Kalimantan Timur. Data penelitian di fokuskan pada tiga konteks
utama. Pertama, bentuk produk kebijakan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah, Kedua,
relasi kekuasaan antara elite politik dan birokrasi. Ketiga, respon sosial terhadap kebijaakan anggaran
yang kontroversial.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang mendalam
terhadap data observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Dengan penyajian kembali atas
data untuj memahami isinya, melakukan deskripsi untuk mengidentifikasi pola temuan dengan
pandangan untuk memberikan atas makna temuan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti bertujuan
untuk memahami dampak terkait kebijakan administratif dalam penggunaan anggaran daerah
Kalimantan Timur dengan mehubungkanya terhadap konfigurasi politik dan relasi kekuasaan. Tahap

20 Luthfi Azhari dkk., “Efektivitas Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” Studi Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi 2, no. 2 (2025): 116-29,
https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.271.

21 Aris Ismail dkk., “Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD
di Kabupaten Pemalang,” SOSIAL : Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 3, no. 3 (2025): 40-56,
https://doi.org/10.62383/sosial.v3i3.978.
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analisis ini penting untuk menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang komprehensif dan
mendalam dalam penelitian ini.

HASIL

Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp.8,5 miliar memunculkan kritik
luas dari masyarakat karena dianggap menunjukan praktik politik anggaran yang elitis dalam
membuat kebijakan. Pemerintah daerah menggunakan legitimasi administratif melalui regulasi
pengadaan dan permendagri sebagai dasar pembenaran kebijakan tersebut. Akibat prilaku tersebut,
terjadi gejolak yang sangat besar di dalam masyarakat hingga terjadi demonstrasi oleh ribuan
mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kaltim karena di anggap pemborosan
APBN serta gaya hedonism para pejabat pemerintah Kalimantan Timur di tengah situasi ekonomi
Negara yang tidak baik akibat geopolitik pada saat sekarang ini. Dengan demikian, dari kebijakan
yang dilakukan oleh pemerintahan Kalimantan Timur berdampak pada gejolak masyarakat yang
menganggap kebijakan tersebut merupakan pemborosan di saat yang bersamaan banyak daerah-
daerah yang sangat membutuhkan bantuan untuk percepatan pembangunan dari dana APBN
Kalimantan Timur.

Tabel 1. Pengadaan Mobil Dinas dan Politik Simbolik Kekuasaan

Temuan Penjelasan Sumber
1.Pengadaan mobil | Nilai pengadaan mencapai | https://www.detik.com/kalimanta
mewah Rp.8,5 miliar n/berita/d-8369726/kala-mobil-

dinas-rp-8-5-m-disorot-gubernur-
kaltim-sebut-ikut
permendagri?utm source=copy u
rli&utm campaign=detikcomsocme
d&utm medium=btn&utm conten
t=kalimantan

2.Legitimasi administratif | Pemerintah menyebut sesuai | https://kalimantanlive.com/2026/
permendagri 02/28/kpk-soroti-pengadaan-

mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-
85-miliar-ingatkan-risiko-korupsi

3.Kritik masyarakat Dinilai tidak empatik | https://www.detik.com/kalimanta
terhadap kondisi public n/berita/d-8383307/pengadaan-
mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-8-
5-m-batal-kpk-ada-peran-warga.

Data table 1 mememperlihatkan pengadaan mobil dinas dan politik simbolik kekuasaan
pemerintahan, diantaranya pada sumber 1 menunjukan bahwa pemerintah daerah Kalimantan Timur
benar melakukan pengadaan mobil mewah dengan nilai yang sangat fantastis senilai Rp.8,5 miliar,
sumber 2 memperlihatkan bahwa pemerintah membela diri dengan menegaskan bahwa penggunaan
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dana APBD untuk pengadaan mobil dinas para pejabat memiliki legitimasi administratif melalui
permendagri sehingga apa yang mereka lakukan tidak dapat disalahkan, sumber 3 menunjukan akibat
dari kebijakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah tentang pengadaan mobil dinas mewah
menimbulkan kritik keras di masyarakat Kalimantan Timur.

Penelitian ini menyoroti beberapa indikasi penting terkait permasalahan konfigurasi politik
terkait produk kebijakan administratif di Kalimantan Timur yang belakangan ini menuai banyak
sorotan akibat kebijakan penggunaan dana APBD, dimana salah satu kebijakan pemerintah adalah
pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp.8,5 miliar. Kebijakan ini di lakukan oleh pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan kerja pemerintahan. Namun, hal ini di anggap pemborosan dan sangat
merugikan bagi masyarakat di Kalimantan Timur yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah
untuk menyokong pertumbuhan dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dapat dilihat
bahwa kebijakan administratif terkait penggunaan APBD di Kalimantan Timur masih belum sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan sering kali produk hasil kebijakan yang di bentuk hanya
berorientasi untuk kepentingan para elite penguasa di daerah-daerah tanpa melihat kebutuhan
masyarakat dalam hal ini pemerintahan Kalimantan Timur.

Kasus anggaran laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta menunjukan bagaimana produk
kebijakan administratif dapat kehilangan legitimasi sosial ketika dipersepsikan tidak rasional oleh
masyarakat. Pengabaian kepentingan masyarakat di Kalimantan Timur dalam pembentukan
kebijakan admnistratif dalam penggunaan APBD oleh para elit penguasa memicu keresahan
masyarakat, dimana harusnya APBD digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan,
pemerataan kesehatan, kesejahteraan masyarakat serta pengembangan pendidikan diseluruh daerah
Kalimantan Timur. Namun, Para pembentuk kebijakan menggunakan sebagian dana tersebut untuk
biaya laundry rumah jabatan para pejabat di pemerintahan, hal ini telah keluar dari jalur utama tujuan
APBD tersebut diberikan dan merupakan pemborosan. Dengan demikian, literasi terhadap kebijakan
administatif yang di bentuk oleh pemerintah Kalimantan Timur sebagai tantangan yang harus
dihadapi dengan kontrol oleh masyarakat untuk setiap kebijakan yang dibentukan oleh para penguasa.

Tabel 2. Anggaran Laundry Rumah Jabatan

Temuan Penjelasan Sumber
1. Angaran laundry Rp.450 | Menjadi sorotan publik dan | https://www.detik.com/kalima
juta viral di media sosial ntan/berita/d-

8476191/pemprov-bantah-
laundry-baju-gubernur-wagub-
kaltim-rp-450-

juta?utm source=copy url&ut
m_campaign=detikcomsocmed
&utm_ medium=btn&utm cont
ent=kalimantan

2. Klarifikasi pemerintah Disebut untuk keseluruhan | https://www.detik.com/kalima
operasional rumah jabatan ntan/berita/d-
8476191/pemprov-bantah-
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laundry-baju-gubernur-wagub-
kaltim-rp-450-
juta?utm source=copy url&ut
m_campaign=detikcomsocmed
&utm medium=btn&utm cont
ent=kalimantan

3. Respon sosial Publik melihat adanya | https://www.instagram.com/s/
pemborosan anggaran aGInaGxpZ2h0OjE4AMDk2MTYx
Nik10DA20ODYx?story media i
d=3842920245246542112 484
4030397&igsh=0XpiemdiZHU5Z
wail

Data table 2 memperlihatkan kembali kebijakan administratif yang di bentuk untuk anggaran
laundry rumah pejabat senilai Rp.450 juta, sumber 1 menunjukan bahwasanya kebijakan tersebut
benar adanya anggaran sebesar Rp.450 juta dari APBD digunakan untuk biaya laundry rumah para
pejabat, sumber 2 mengidentifikasi terkait persoalan ini pemerintah melakukan klarifikasi terkait
kebijakan yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut di gunakan untuk
oprasional seluruh rumah jabatan yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan, sumber 3
menunjukan bahwa penggunaan anggaran yang begitu besar kembali menimbulkan gejolak di
masyarakat karena pemerintah di anggap pemborosan dalam penggunaan APBD untuk hal yang
kurang memiliki dampak langsung untuk pembangunan di masyarakat Kalimantan Timur.

Penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan administratif terkait penggunaan anggaran oleh
pemerintah untuk anggaran laundry rumah pejabat membuat masyarakat semakin resah, dimana
anggaran untuk laundry rumah pejabat ini senilai Rp.450 juta yang dana tersebut di ambil dari APBD
Kalimantan Timur. Meskipun hal ini sah secara administratif, tetapi penggunaan anggaran tersebut
sangat tidak tepat sasaran, karena pada dasarnya anggaran tersebut di tujukan untuk kebutuhan
pembangunan daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan untuk kesejahteraan masyarakat di
Kalimantan Timur. Data tersebut menunjukan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan
legitimasi sosial. Meskipun secara administratif dapat dibenarkan, masyarakat tetap menilai
kebijakan tersebut sebagai bentuk ketimpangan prioritas anggaran. Dari gambaran tersebut dapat
disimpulkan bahwa kualitas kebijakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah menjadi
persoalan utama terkait lambatnya pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah Kalimantan
Timur.

Tekanan masyarakat sipil dan sorotan media akhirnya mendorong pembatalan pengadaan
mobil dinas mewah. Hal ini menunjukan bahwa konfigurasi politik daerah tidak sepenuhnya dominan
karena masih terdapat mekanisme kontrol sosial. Literasi masyarakat terkait kontrol sosial sebagai
salah satu sarana pengawasan kebijakan admnistratif yang di bentukan oleh pemerintah menjadi
sangat penting, karena tanpa kontrol yang dilakukan oleh masyarakat pengelolaan APBD akan
menjadi tidak terarah, dan juga menjadi arena politik untuk para elite yang memiliki kepentingan
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terkait hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menjadi instrument penting sebagai sistem
kontrol unntuk setiap produk kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah di Kalimantan Timur,
masyarakat yang menjadi kontrol sosial akan mampu menekan terjadinya konfigurasi politik dalam
produk kebijakan administratif yang dilakukan oleh para elite penguasa di Kalimantan timur. Dengan
demikian, semakin besar literasi terkait peran masyarakat sebagai alat chek and balances kebijakan
yang dibentuk, semakin baik pula kebijakan administratif yang dihasilkan.

Tabel 3. Kontrol Publik terhadap Kebijakan Administratif

penyimpangan

Temuan Penjelasan Sumber
Tekanan publik Kritik mahasiswa dan | https://www.youtube.com/live/Uc2
masyarakat sipil 3WJdbsG4?si=8JXxS 6HtHsSOVPQF
Pengawasan KPK Pengadaan  dinilai  rawan | https://kalimantanlive.com/2026/02

/28/kpk-soroti-pengadaan-mobil-

dinas-gubernur-kaltim-rp-85-miliar-
ingatkan-risiko-korupsi/

https://www.detik.com/kalimantan/
berita/d-8383307/pengadaan-
mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-8-5-
m-batal-kpk-ada-peran-warga

Pembatalan pengadaan | Pemerintah menghentikan

proses pengadaan

Data table 3 memperlihatkan kontrol sosial terkait kebijakan administrative yang dibentuk
oleh pemerintah menjadi sangat penting untuk dilakukan, sumber 1 tekanan yang dilakukan oleh para
mahasiswa dan masyarakat sipil melalui demonstrasi memberi efek langsung terhadap konfigurasi
politik terkait kebijakan administrative yang di bentuk oleh para penguasa, sumber 2 hal ini memicu
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun tangan terkait kebijakan administratif yang di bentuk
para penguasa karena pengadaan tersebut di anggap bisa terjadi adanya penyimpangan penggunaan
anggaran, sumber 3 aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa dan masyarakat di Kalimantan Timur
berhasil menekan pemerintah hingga harus membatalkan pengadaan tersebut.

Pengetahuan kurangnya kesadaran pemerintah tentang produk kebijakan administratif di
daerah yang terkonfigurasi pada elite kekuasaan, dimana pemerintah tidak terlalu mempermasalahkan
terkait kebijakan yang mereka bentuk, karena mereka beranggapan bahwasanya kebijakan
administrative yang di bentuk telah sesuai secara legitimasi, sejalan dengan itu, kurangnya
pemahaman terkait pembentukan kebijakan yang seharusnya berorientasi dengan kebutuhan
masyarakat menyebabkan banyaknya hasil kebijakan yang dibentuk merugikan masyarakat di
Kalimantan Timur. Sehingga kebijakan yang di hasilkan hanya untuk hal-hal yang menguntungkan
para elite penguasa saja. hal ini mengakibatkan masyarakat menjadi resah dan mengakibatkan terjadi
pergolakan demonstrasi di berbagai daerah di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh para mahasiswa
dan juga masyarakat, dimana mereka meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut.
Dengan demikian, hal ini memperlihatkan bahwa relasi kekuasaan dalam hukum administrasi bersifat
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dinamis, masyarakat dan media memiliki peran penting dalam membatasi dominasi kekuasaan
eksekutif daerah.

DISKUSI

Penelitian ini menunjukan bahwa produk kebijakan adminstratif dalam pengelolaan APBD
Kalimantan Timur tidak dapat dipisahkan dari kongfigurasi politik yang berkembang di daerah.
Pengadaan mobil dinas mewah seharga Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan senilai
Rp.450 juta memperlihatkan bagaimana legalitas administratif digunakan sebagai instrument
legitimasi kebijakan yang memiliki dimensi simbolik dan politik kekuasaan. Atas hasil penelitian ini,
menjadi dasar untuk merumuskan strategi berbasis bukti bagi masyarakat agar dapat secara efektif
melindungi dan mengontrol kebijakan administratif yang akan di bentuk. Dengan mengidentifikasi
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfigurasi politik terkait pembentukan produk-produk
kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD Kalimantan Timur. Melalui pendekatan ini
diharapkan hasil penelitian dapat berkontribusi pada upaya yang lebih luas untuk menciptakan
kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih inklusif dan transparan bagi
semua pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat.

Dalam perspektif Michel Foucault di kenal Konsep govermnentality (gouvermntalite) yaitu
bagaimana kekuasaan dilaksanakan sebagai sebuah permainan taktis dan strategis yang dilakukan
dari titik mana saja.?? Pemerintah daerah menggunakan kekuasaan untuk membentuk kebijakan
administratif yang tampak legal dan rasional, namun kepentingan publik bukanlah hasil dari dialog
publik, melainkan hasil dari tawar-menawar antar elit dan refleksi kepentingan koalisi politik dan
ekonomi.?® Tata kelola pemerintahan negara modern ditandai oleh otoritas rasional-legal, yang
diimplementasikan melalui struktur birokrasi.*® Sehingga dapat dilihat bahwa adanya konfigurasi
politik didalam pembentukan produk kebijakan penggunaan anggaran daerah oleh para elite penguasa
dengan menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka. Konseptualisasi hegemonik saat
ini tentang transisi yang adil, meskipun umumnya diterima sebagai upaya mulia, berisiko
mereproduksi struktur kekuasaan yang memprioritaskan jalur sosio-teknis dan rezim pengetahuan
tertentu,” Literasi pemerintah menunjukan bahwa produk kebijakan administratif tidak dilihat
sebagai sumber kepentingan masyarakat yang dipimpinya, tetapi hanya sebagai alat reproduksi
pengahasil keuntungan bagi para elite penguasa.

Pembentukan produk kebijakan administratif terkait penggunaan APBD Kalimantan Timur
untuk pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran laundry rumah jabatan
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sebesar Rp.450 juta menjadi beberapa kebijakan yang sangat kontroversial dan menimbulkan gejolak
di dalam masyarakat. Pemerintah demokratis mempertahankan legitimasinya dengan menjawab

tuntutan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial.?® Namun dalam hal ini, Kebijakan tersebut
menuai berbagai kritik karena di anggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat daerah yang
harusnya menjadi fokus utama terkait penggunaan APBD. Dalam hal ini, Para pembuat kebijakan
pemerintah perlu menekankan pada penciptaan nilai publik yang memiliki dampak positif yang
sangat besar bagi warga.”’ Namun, produk kebijakan yang di bentuk hanya berorientasi pada
kepentingan segelintir elite penguasa saja, peningkatan pengeluaran pemerintah saja dapat
menyebabkan tingkat korupsi yang lebih tinggi karena peluang yang diciptakannya untuk
menyalahgunakan dana publik. ? Dengan demikian, terlihat jelas bahwa produk-produk kebijakan
administratif pemerintah belum mengutamakan kepentingan masyarakat tetapi hanya sebagai
reproduksi kekuasaan.

Permasalahan ini menjadi sangat menarik jika di hubungkan dengan teori Konfigurasi Politik
otoriter dari Moh. Mahfud MD %, dimana konfigurasi politik otoriter merupakan susunan sistem
politik yang lebih memungkinkan Negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh
inisiatif dalam pembuatan kebijakan Negara.** Teori ini membantu menjelaskan bahwa karakter
kebijakan administratif sangat dipengaruhi oleh dominasi kekuasaan eksekutif dan birokrasi daerah.
Dalam perspektif Mahfud MD, setiap produk hukum merupakan refleksi dari konfigurasi politik yang
melingkupinya, ketika konfigurasi politik bersifat otoritarian, hukum yang lahir cenderung represif
dan elitis.?* Meskipun ada banyak alasan kegagalan implementasi, salah satu pendorong potensial
adalah perilaku birokrat lokal, khususnya mereka yang bertugas melakukan pengawasan dan
implementasi.®> Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa produk kebijakan hukum yang di
bentuk oleh pemerintahan daerah terkait penggunaan anggaran APBD Kalimantan Timur merupakan
hasil kebijakan konfigurasi politik otoriter. Dimana, produk kebijakan yang lahir cenderung bersifat
elitis serta hanya berorientasi pada kepentingan para penguasa.

Di sisi lain, pembatalan kebijakan pemerintah terkait pengadaan mobil dinas gubernur
Kalimantan Timur menunjukan bahwa kontrol sosial masih memiliki pengaruh terhadap proses
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https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2025-0105.

29 Sugih Ayu Pratitis dkk., “Konfigurasi Politik Di Era Orde Baru Dan Keterkaitannya Dengan Hukum Islam,” PESHUM :
Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora 5, no. 2 (2026): 3081-87, https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.15450.

30 Ayu Lisa Wati, PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGER! K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2024.

31 Irfan Nurhakim dan Uu Nurul Huda, “Politik Hukum Pemilu Di Indonesia: Pergeseran Dari Rule By Law Menuju Rule
Of Law Dalam Konfigurasi Politik Dan Demokrasi Substantif,” Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic
and Legal Theory 3, no. 4 (2025): 3488-506, https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i4.1513.

32 Jacobus Cilliers dan James Habyarimana, “Addressing weak links in government implementation at scale:
Experimental evidence from a school governance reform in Tanzania,” Journal of Development Economics, 22 Mei
2026, 103824, https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2026.103824.

Konfigurasi Politik dan Produk Kebijakan Administratif: Studi Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan................ | 1849


https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/democratic-government

Andre Pasaribu. et al. 10.55681/seikat.v5i4.3479

kebijakan administratif. media sosial dan platform daring semakin membentuk wacana publik,?® hal
ini sejalan dengan konsep No Viral No Justice,* dengan beredarnya berita terkait produk kebijakan
yang tidak pro terhadap kebutuhan masyarakat yang di bentuk oleh pemerintah dan kemudian berita
tersebut menuai sorotan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga pemerintah membatalkan
kebijakan tersebut. Meskipun strategi-strategi ini memfasilitasi tujuan pertumbuhan lokal, strategi-
strategi tersebut sering kali merusak maksud asli kebijakan untuk mengakomodasi populasi yang
paling rentan, dan malah berkontribusi pada suburbanisasi kelompok-kelompok yang kurang
beruntung yang didorong oleh pemerintah.3* Dengan demikian, pentingnya partisipasi publik dalam
pembangunan perkotaan semakin ditekankan,®*® Hal ini dapat dilihat melalui produk-produk
kebijakan administratif yang berorientasi pada kepentingan penguasa serta sebagai legitimasi politik
elit daerah.

Produk kebijakan pemerintah sering sekali di pengaruhi oleh Konfigurasi Politik, konfigurasi
yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang
intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara.*’ implementasi yang efektif
sebagian besar bergantung pada keputusan pemerintah daerah yang menerjemahkan tujuan luas
menjadi kebijakan, tindakan, dan hasil yang spesifik konteks.*® Hal ini dapat dilihat dari produk-
produk kebijakan publik terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menggunakan APBD
Kalimantan Timur yang mencerminkan Konfigurasi Otoriter, Sejarah konfigurasi politik tampak
bergantian antara konfigurasi politik demokratis dan otoriter.*® Dalam pengelolaan APBD,
pemerintah dan elite politik tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga mereproduksi keuntungan
melalui kekuasaan dengan menggunakan kebijakan administratif yang mereka bentuk. Hal ini tidak
sesuai dengan Tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, yang berdasarkan kepada nilai-
nilai Pancasila.®® Dengan demikian, dapat dilihat bahwa peran para elite penguasa sangat menentukan
terkait arah kebijakan yang akan di bentuk terhadap penggunaan APBD Kaliman Timur.
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Melihat sebab-sebab diatas, maka diperlukan adanya reformasi pengawasan oleh pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah terkait setiap kebijakan administratif yang akan di tetapkan oleh
pemerintah daerah dan disertai dengan kontrol sosial yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap
produk-produk kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini Kalimantan Timur. Keterlibatan
masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan sebagai solusi
praktis agar kebijakan administratif terkait penggunaan anggaran APBD Kalimantan Timur tepat
sasaran. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan kebijakan
administratif yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Kemudian di
perlukanya trasformasi mendasar dalam konfigurasi politik, transformasi tersebut harus mengarah
pada sstem yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif, serta memperkuat mekanisme cheks and
balances agar kebijakan yang di bentuk tidak lagi menjadi alat kekuasaan semata, melainkan benar-
benar berfungsi sebagai instrument keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk kebijakan administratif dalam pengelolaan APBD
Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik elitis-otoriter yang
berkembang di daerah. Kasus pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp.8,5 miliar dan anggaran
laundry rumah jabatan sebesar Rp.450 juta menjadi bukti nyata bahwa legalitas formal dan legitimasi
administratif kerap kali disalahgunakan oleh penguasa untuk mengakomodasi kepentingan politik
dan simbol kekuasaan mereka, dari pada merespon kebutuhan riill masyarakat. Realitas ini
menegaskan di mana produk hukum yang dilahirkan dalam struktur politik yang hegemonik dan
intervisioner cenderung bersifat represif serta mengabaikan aspek keadilan, rasionalitas anggaran,
maupun nilai keadilan yang berdampak langsung kepada kesejahteraan sosial daerah.

Di sisi lain, dinamika pembatalan pengadaan mobil dinas tersebut membuktikan bahwa relasi
kekuasaan dalam hukum administrasi di tingkat lokal tidak sepenuhnya mutlak dan berjalan satu arah.
Tekanan publik, aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat, sorotan media digital melalui
fenomena “No Viral No Justice” serta intervesi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
mememgang peran krusial sebagai instrument kontrol sosial yang mampu membatasi dominasi
kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, diperlukan tranformasi mendasar menuju konfigurasi politik
yang lebih inklusif, tranparan, dan partisipatif, yang diperkuat oleh reformasi pengawasan dari
pemerintah pusat serta peningkatan literasi kritis masyarakat agar pengelolaan APBD di masa depan
benar-benar berorientasi pada kemakmuran publik.
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